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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang :

Mengingat

-

TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BUTON

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupater Buton Nomor & Tahun 20156  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupeten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupaii tentzang
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, 'Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Fariwisata Kabupalen Bulor;

Pasal 18 ayat (6 Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahur 1945,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republk Inconesia Nomor 74, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 182%);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2009 Nomor 11,
Teaunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1966);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lemmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5168);



Menetapkan :

6,

10.

i

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undeng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Nomor ©, Tambahan Lembaran Negara Repubdlik Indonesia
Nomor o394},

Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dinbah terakhir
dengan [Indang-lTIndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor | 14);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6J;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagar Daerah Otonom
(Lembaran  Daerah  Kabupaten Buton  Tahun 2016
Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN BUTON.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. DBupati adalah Bupati Buton.
4, Wakil Bupalti adalah Wakil Bupati Buton.



w

10.

11.

12.

13.

14.
15.

17.

(1)

(2)

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Pariwisata adalah Dinas Paniwisata Kabupaten Buton.

Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buton.

Sekretanatl adalah Selkretariat Dinas Pariwisata Kabupaten
Buton.

Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretar:s adalah
Sekretaris Ninas Partwisata Kabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Buton.

Kepala BDidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalahh Suly Bagian pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Duton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pariwisala Kabupalen Butlon.

Seksi adalah Seks: pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buton.

Kepala Secksi adalah Kepala 3eksi pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Buton.

.Unit Pelaksana Teknis Dinas, vang selanjutnya d:sebut

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata
Kabupaten Buton yang melaksanakan Kkegiatan tekms
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lerteniu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Furngsional di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaien
Buton.

BAB 11
KEDUDUKAN

Paszal 2

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang Pariwisata yang mcnjadi kewenangan
daerah.

Dinas Pariwisala scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin olch scorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepads RBRupati melalhn
Sekretariz Nacrah.



BAB 111

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Dinas Panwisala merupakan dinas daerah dengan Tipe A.
(2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayal (1) terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;
Sekretanat;
. Ridang Destinasi dan Industri Pariwisata,

d. Bidang Pcngembangan Kapasitas Kelembagaar dan
=DM Pariwisata;

c. Bidang Pemasaran dan Promosi Mariwisata;

f. Bidang Perencanaan, Kvaluasi dan  Pelaporan
Pariwisata;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretariat sebagaimana dimsksud pada ayat (2) huruf b,
lerdiri atas:

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian; can
. Sub Bagian Kcuangan
(4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dimaksud pada
ayat (1) huruf c, terdin atas:
a. Seksi ODTW;
b. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata; dan
c. Seksi Penataan Zona Kreasi dan Ekonomi Kreatif.

(5) Bidang Pergembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Pariwisata dimaksud pada avat (1) huruf d. terdiri atas:

a. Seksi Kelembagaan Pariwisata;
L. Scksi Pengembangan SDM Panwisata;
c. Seksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataan.

(6) Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. Seksi Pemasaran Panwisata;
b. Seksi Promosi pariwisata; dan

¢ Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata



(7) Bidang Perencanaan, Evaluas. dan Pelaporan Pariwisata
dimaksud pada aya: (1) huruf f, terdiri atas:

a. Seksi Penyusunan Data Statistik Pariwisata;
b. Seksi Penyusunan Program Pariwisata; dan
¢. Seksi Evaluasi can Pelaporan Pariwisats.

(8) Struktur organisasi Dinas Pariwisala tocrcantum dalem
Lampiran Peraturan Bupali ini.

Pasal 4

(1) Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasa. 3 ayat (2)
huruf b, dipimpin oleh seorang Sckretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
¢, huruf 4, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada dibawah dan berta nggung jawab
kepada Kepala Dinas melalul Sekretaris.

(3} Sub Bagian sebageimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawzh dan bertanggung jawab kepada Sckretaris.

(4) Seksi sebagaimana dimsksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7] masing-masing dipitnpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan berianggung
jawab kepadu Kepala Bidang.

BAB ITI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah di bidang Pariwisata Daerah.

(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dirmaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kehijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
¢. pelaksanaan cvaluasi dan  pelaporan sesuai dengan

lingkuap tugasnyd;



d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkai: dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Thnas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanskan urusan Pemerintahan TDaerah di
bidang pariwisata meliputi pengembangan destinsi dan
industri pariwisata, pengembangan kapasitas kelembagaan
dan sumber daya manusia pariwisata, pemasaran dan
promosi pariwisata, melakukan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pariwisata, serta melaksanakan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang
pariwisata.

(<) Kepala Uinags dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) menyelenggzrakan fungsi:

a. perumusan Kkebipjakan pengembangan destinasi dan
industri pariwisata, penguatan kapasitas kelembagaan
dan SDM parnwisata, scrta pcmasaran dan promosi
pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destirasi dan
mdustn panwisata, penguatan kapasitas kelembagaan
dan SDM pariwisata, serta pemasaran dan promosi
pPATIWIsAtA;

¢. pclaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengembangan destingsi dan  industri  pariwisata,
pernguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata,
scrta pemasaran dan promosi pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
ragasnya, dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan fugas dan fungsinya.

Bagian Kctiga
Sekretaral

Pasal 7

(1) Sekretaris Dinas mempunyal tugas mengoordinasikan
pelaksanaan tugas kesekretariatan dibidarg ketatausahaan,
surat menyurat dan pengarsipan, humas, kerumahtanggaan
pclayanan umum, pengelolaan adminstrasi perbendaharaan
keuangan dan kepegawaian.



(2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksucd pada
ayat (1), menyelenggarakan [ungsi:

a.
h.

penyusunan rencana program kesekretariatan;

penyelenggaraan surat menyural, produk hukum
daerah, kearsipan, humas, kerumahtangzaan, dan tata
laksana dinas;

pengelolaan barang dan perlengkapan:

pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
pengelolaan  adiministrasi  perbendabareaan  kecuangan
dinas;

pelaksanaan verifikasi akutansi pelaporan keudngan
dinas;

penyusunan laporan program Kesekretariatan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Suh Ragian lImum, mempunyai tugas:

=18

mchnyusun rencana program Sub Bagian Umum;

b. menyiapkan dan menyusun bahan pengelolaan surat

menyurat, produk hukum dacrah, dan kearsipan;

menyelenggarakan kerumahtanggaan dinas, tala laksana
dinas, dan kehumasan,

. mengelola barang dan perlengkapan;

menyusun laporan program Sub Bagian Umum;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris
Dinas terkait dengan tugasnya.

Posal 9

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mernpunyai tugas:

a. menyusun rencana program Sub Bagian Kepegawaian;
b.
C
d

mengelola data kepegawaian Dinas;

. menyiapkan bahan mutasi pegawai Dinas;

. menyiapkan hakan pembinaan dan keseahteraan

pegawal Dinas;

memberikan  petunjuk  tekris  dan  melakukan
pengawasan melekat kepada Pegawai;

mengoordinasikan penilaian prestasi kerja pegawas
sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier dan penilaian SKP;



(1)

(2)

h. menyusun laporan program Sub Bagian Kepegawaian;

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

h. melaksarakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris
Dinas terkait dengan tugasnya.

Pasal 10
kKepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program Sub Bagian Keuangan;

b. mengeclola administrasi perbendaharaan keuangan
dinas;

menyusun akutansi pelaporan keuangan dinas;

=N

melaksarakan vernfikasi anggaran dinas:

e. menyusun laporan realisas] anggaran dinas;

1=y

mengourdingsikan  pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnye; dan

g. melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Sekretaris
Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagman Keempat

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 11

Kepala Bidang Deslinasi dan Indusiri Pariwisata mempunyai
tugas meleksanakan sebagian  tugas  dinas  dalam
mengembangkan obyek dan dava tarik wisata, sarana
prasarana, usaha jasa dan industri pariwisata, serla tata
kelola zona kreasi dan pengembangan ekonomi kreatif
pariwisata.

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program bidang pengembangan
destinasi dan industri pariwisata;

h. pelaksanaan PIOZranm dan kerjasama dalam
pengembangan destinasi dan industri pariwisata;

. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek, daya
tark wisata, dan industri pariwisata;

d. peningkatan kualitas dan kuanfitas sarana prasarana
pariwisata, wusaha jasa pariwisata dan industn
pariwisata;

r. pelaksanaan tata kelola zona kreasi dan ekonomi kreatif
pariwisata;



f. penyusunan laporan bidang pengembangan destinasi
dan industri pariwisata;

g. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis dalam rangka
kelancaran  pelaksanaan  tugas serta  pelaksanaan
perigawasan melekat kepada bawahan;

h. penilaian prestasi kerja bawahan sebagal balhan

pelaporan kepada atasan untuk pertimbangan dalam
upayva peningksatan karier;

i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan seksi berdasarkan
realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan
program berikutnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 12

Kepala Seksi ODTW, mempunyai tugas:

.

b.

menyusun rencana program pengembangan Objek dan Daya
Tarik Wisata (ODTW);

melaksanakaen pendataan dan indentifikasi kondisi polensi
ODTW,

mengembangkan ODTW potensial di wilayah kecamatan
secard sinergi dan cerpadu,

. meningkatkan lkuaitas dan kuantitas ODTW,

menyusun laporan program pengembangan ODTW;

mengoordinasikan  pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi dan Industr: Pariwisata terkait dengan tugasnya.

Paszsal 13

Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jeasa Pariwisata,

mempunyal tugas:

.

menyusun rencsna  program - pembangunan  sarana
prasarana dan usaha jasa pariwisata;

melaksanakan pembangunan sarana prasarana untuk
pengembangan pariwisata;

menyiapkan bahan pembinaan usaha jasa dan industri
pariwisata,

mengoordinasikan rekomendasi perizinan atas pengelolaan
usaha jasa dan industn paniwisata,

menyusun laporan pembangunan sarana prasarana serta
pengelolaan usaha jasa dan industri pariwisata;



mengoordinasikan pelaksanazn  tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuzl dengan bidang tugesnya; dan

melaksanakan tugas lein yang diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata terkait dengan tugasnya.

Paeal 14

Kepala Scksi Penataan 7ana Kreasi dan Ekonomi Kreatif,
meinpunyai tugas:

d,

menyusun rencana program penataan Zona Kreasi dan
Ekonomi Kreatif Panwisata;

melaksanakan pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata
melalui perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan
Intelekiual;

menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang  kreatif/kota
kreatif) sebagai r1uang berckspresi, berpromosi dan
Lerinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;

mernyiapkan bahan  pembinaan can pcmberdayaan
masyarakal di Zona Kreasi dan Ekonomi Krearif Pariwisata;
membangun  Kerjasama  dengan stukeholder  untuk
pengembangan Zona Kicasi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
menyusun laporan penataan zona kreasi dan ckonomi
kreatif pariwisata;

mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas-tugas  kedinasan
kepada bawahan sesual dengan bidang tugasnya, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

dan SDM Pariwisata

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan

SDM Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas diras dalam mengembangkan kelembagaan dan SDM
patiwisata, pemberdayaan masyardkal, pembangunan
kemitraan dan peningkatan  kerjasama  di bidang
kepariwisataan.

(2) Kepala Hidang Pengembangan Kapasilas Kclembagaan dan

SDM Pariwisuala dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggaralkan fungsi:

a. penyusunan renacana  program bidang pengembangan
kapasitas kclembagaan dan SDM pariwisata;



b. pengembangan dan penguatan kelembagaan perangkat
daerah, organisasi nrofes, kelembagaan
desa/kelurahan, can organisasi masyarakal di bidang
usaha keparmwisataan dan ekonori krealtil:

c. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

d. pelaksanaan peningkatan kualitas partisipasi
masyarakat  dalam mendukung pengembangan
pariwisata;

e. pelaksanakan pemberdayaan  masyarakat bidang
kepariwisataan;

f. peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan
stakeholder kepariwisataan baik pemermtah, swasla,
akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;

. pelaksanaan peningkatan kemitraan dan Kkerjasama
serta partisipasi dalam forum kepariwisataan,

h. pelaksanaan fasilitasi forum  koordinasi  antar
Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan
desa [ kelurahan dan masyarakat dimdang
Keparwisataan dan ekonomi kreatif;

I. pelaksanaan kerjasama dalam penigembangan
kelembagaan dan SDM pariwisala;

j. penyusunan laporan program bidang pengembangan
kelembagaan dan SDM pariwisata; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kcpala Sciksi Kelembagaan Pariwisata, mempunyai tiges:

a.

menyusun rencana program pengembangan kelembagaan
pariwisata;

menyusun bahan panduan pengembangan kelembagaun
bidang kepariwisalaai,

memfasilitasi pembentukan dan/atau penguatan organisasi
profesi, kelembagaan desa/kelurahan, dan crganisasi
masyarakal di bidang usaha kepariwisataan dan ekonomi
kreatif;

menyusun laporan prograun Scksi Kelembagaan Pariwisata;

mengcordinasikan  pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnys; dan
melaksarakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan 5DM Pariwisale
rerkail dengan gasnyd.



Pasal 17

Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata, mempunyai
tugas:

a.

b,

Lz

Merylsn rencena  program  pengembangar  SDM
parwisata;
melalctukan membina dan peningkatan pengefahuan SDM
pariwisarta;
mernyiapkan materi bahan pelatihan/pembinaan SDM

pariwisata;

. menylapkan bahan penyusuran pedoman  standard

kompetensi bidang pariwisata;

mermfasilitas.  penyelenggaraan  uji kompcetensi SDM
pariwisata;

melaksanakan pelatihan dan scrlifikasi SDM pariwisata can
ekonomi kreatil tingkat dasar;

menyusun laporan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawshan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata
terkait dengan tugasnya.

Pasal 18

Kepala Scksi Hubungan Antar Lembaga Kepariwisataan,

mempunyai mugas:

i,

b |

menyusun rcncana program kerjasama hubungan antar
lembaga kepariwisataan;

menyiapkan brahan kerjasama antar lembaga
kepariwisataan;
melaksanakan fasilitasi kegiatan anlar lembaga

kepariwisataan,

membentuk dan/atau menyelenggarakan forum Kerjasarria
antar lembaga dan stakeholder pariwisata;

menjalin kemitraan antara instansi pemerintah  Ebaik
di dalam dan maupun diluar daerah, kemilraan antar scktor
usaha  kepatiwisataan swasta dan kemitrean dengan
individu, kelompck masyarakat, serta lembaga swadaya

masyarakat;

menyusun  laporan  Scksi Hubungan Antar Lembags
Keparwisataan;

mengoordinasihan  pelaksanaan  tugas-tugas kedinasarn
kepada bawahan sesual dengan bidsng tugasnya; dan



h. melaksanaksn tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata
terkait dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Pasal 1Y

(1) Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata
mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam melakukan analisa pasar, promosi, sarana promosi
pariwisata, dan pelayanan informasi panwisata.

(2)

Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata dalam
melaksanakan tmugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
menyelenggarakan fungsi:

4.

.

e

penyusunan program bidang pengembangan pemasaran,
promosi pariwisdle dan pelayanan informasi pariwisata;
pelaksanaan pemetaan, =nalisis peluang pasar dan
perintisan pemasaran ke pasar potensial serta
melakukan intelgiensi pasar wisata dalam dan luar
neger:;

pemantapan segmen pdasar Wisatawan massal dengan
fokus pengembangan segrmen kecluarga dan
komunitas /tradisi budaya;

pengembangan cilra Kepariwisalaan Daeralhh  scbagail
Destinasi Pariwisata yang aman, nyamarn, dan berdaya
2a1Ng;

partisipasi di berbagai event scbagai sarana promosi
pariwisata;

penyelenggaraan cvenl paliwisata secara konsisten dan
berkesinambungan;

pengembangan kerjasama pemasaran secara terpadu,
sincrgls, berkesinambungan, dan berkelamutan;

perumusan kebijakan promosi penggerdals wisatawar;
pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
pelaksanaan pelayanan informasi pariwisata;

peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam
memasarkan dan mempromosikan Wisata;

penyusunan laporan pelaksaraan program bidang
pengembangan pemasaran, promosl dan pelayanan
informas: pariwisata; dan

_pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 20

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata, mempunyail tugas:

Aa.

L.

menyusun rencana program pemasaran pariwisata;

mwenyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi  potensi

pemasaran produk dar obyel panwisata,;

menyusun rckomendasi analisa pemasaran produk dan
ubyek parniwisata,

melaksanakan kerjasama permasaran produk dan obyek
pariwisata dengan stakeholder panwisaia dacrah dan luar
dacrah;

memfasilitasi pemasaran produk dan obyek pariwisaia;
menyusun laporan program Secksi Pemasaran,;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuzi dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait dengan
tugasnya.

Pasal 21

Kepala Seksi Promosi Pariwisata, mempunyai tugas:

&

menyusun rencana program Scksi Promosi Pariwisata;

menyiapkan bahan promosi dan partisipasi dalam
penyelenggaraan everne,

berpartisipasi dalam berbagai event pariwisata yang
diselenggarakan sebagal sarana promosi pariwisata;

menyelenggarakan evenl pariwisata secara konsisten dan
berkesinambungan;

melaksanakan promosi pariwisata melalui berbagai media
cetak, elektronik, maupun online;

menylapkan penyelenggaraan kordinasi, pembinaan dan
fasilitasi kegiatan promosi pariwisata;

menyusun laporan program Seksi Promosi Pariwisata;

mengoordinasiken pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait dengan
tugasnya.

Pasal 22

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata, mempunyai
tugas:

.

b.

menyusun program scksi pelayanan informasi pariwisata;

menyeciakan pelayaran informasi pariwisata kepada
wisatawan dan masyarakat;



B

menyediakan Pusat Informasi Pariwisata melalui berbagai
media cetak, elektronik, maupun online;

membangun kerjasama dengan lembaga informasi
kepanwisataan,;

menyusun laporan program Seksi Pelavanan Informasi
Pariwisata:

mengoordinasikan peiaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuszl dengan bidang tugasnya; dan
melaksanakan tisas lain yvang diberikan oleh Kepala

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait dengan
tugasnya.

Bagman Ketujuh

Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata

(1)

(2)

Pasal 23

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam menghimpun dan menyusun data statistk
kepariwisataan daerah, mengoordinasikan penyusunan
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana rogram dan
Kegiatan /Anpgaran Dinas, serta penyusunan rencana
pemhangunan kepariwisataan daerah secara menyeluruh
dan terintegrasi, dan melakukan pengendahan, evaluasi,
dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas.

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluas:;, dan Pelaporan
Pariwisata dalam melaksenakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggerakan fungsi:

a. pengoordinasian penvusunan data statistik
kepariwisataan daerah,;

b. pengordinasian pemetaan dan penyusunan
perencanaan tata ruang kawasan kepariwisataan;

¢. pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dan
koordinasi antar instansi/perangkat daerah terkait
dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan
kepariwisataan sesuai kebutuhan daerah;

d. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen
perencanaan, perumusan strategi, dan rencana detail
pembangunan kepariwisataan  daerah sccara
menyeluruh dan terintegrasi;

e. fasilitasi kegiatan sosialisasi program pembangunan
kepariwisataan daerah kepada seluruh stake holder;

f. pengocrdinasian penyusunan Rencana Strategis,
Rencana Kerja, Rencana Program dan



Kegiatan/Anggaran Dinas dengan cara menghimpun
usulan program dari bideng-bidang;

pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan dinas,

pengoordinasiar. penyusunan laporan kinerja dinas;
dan

pelaksanaan fungsi lain yeng diberikan oleh Kepala
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kepala Seksi Penyusunan Data Stalistik Pariwisata,
METPUnyai Lugas,

a.

b.

menyusun rencena program scksi penyusunan datla
statistik pariwisala;

mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk tekms
serta membuat Kerangka acuan kerja pelaksanadan
kegiatan penyusunan dala statistik kepariwisataan;

. melakukan  kordinasi  dengan  instansifperangkat

dacrah terkait dan lembaga kepariwisa.aan untuk
kegialan penyusunan statistik kepariwisataan;
mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis

serta membuat kerangka acuan kerja pelaksanaan
kegialan pemetaan potensi dan kawasan kepariwisatan;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perencanan, Evaluasi, dan Pelaporan Fariwisata
terkait dengan tugasnya.

Pasal 25

Kepala Seksi Penyusunan Program Pariwisata, mempurnyai
tugas:

a.

mengumptlkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis
penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja,
Rencana Program dan Kegiatan/Anggaran Dinas;

menghimpun dan menverifikasi usulan  rencana
program, kegiatan, dan anggaran masing-masing
Bidang;

menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kernja,
Rencana Program dan Kegiatan/Anggaran Dinas dan
dokumen persncanaan lainnya;

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait
dalam rangksa sinkronisasi program;



¢. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bicdang tugasnya; dan

[. melaxsanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala
Bidang Persncanan, Evaluasi, dan Pelaporan Pariwisata
terkait dengan tugasnya.

Pasal 26
Kepala Seksi Ewvaluasi dan Pelaporan  Pariwisata,
mempuryal fugas:

a. menyusun laporan pclaksanaan program kerja untuk
mengetah kepatuhannya terhadsp prosedur,
mekanisme, dan sistem kerja, capaian program dan
kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja yang telah
ditetapkan,

h. mempersiapkan bahan monitoring, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;

c. mengumpulkan, mengolsh dan membuat  laporan
pelaksanaan program dinas;

d. mempersiapkan penyzjian data dan informasi yang
herkaitan dengan kegiatan dinas untuk tujuan
pelaporan;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

f. melaksanalkan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perencanan, FEvaluasi, dan Pelaporan Pariwisata
terkeit dengan tugasnyva.

DAD YV
TATA KERJA
Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pariwisata dalam
melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Dinas Pariwisala sendiri, maupun dalam
hubungan Dinas Pariwisata dengan Perangkal Daerah dan
alau Lembaga lain terkait.

Pasal 28

(1] Sctiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawak
memimpin dan menggoordinasikan bawahan dan
memberikan  pengarahan  serta  petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diikuli dan patuhi olch bawahan sccara



bertenggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlalu.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
unit organisasi dibawahnya.

Pasal 30

Atas dassr perimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
pecjabat  di lingkungan Dinas FPariwisata dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
dibhawzshnya sesuai dengan  ketentusn dan  perundang-
undangan vang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN

(1)

(2)

(3)

(4

Bagian Kesatu
Eselon
Pasal 31

Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon [Ib atau

jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sckretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon llla
atau jabatan administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon [lIb
atau jabatan admimsirator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UFTD
merupakan jabatan strukiural eselon IVa atau jabatan

penguwas.

Bagian Kedua
Pergangkatsn dan Pemberkentian
Pasal 32
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional
diangkal dan diberhentikan oleh Bupati
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada avat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB VlI

PEMBIAYAAN
Pasal 33

(1) Segala biaya wyang diperlukan untuk pclaksanaan tugas
dalam hngkungan Dinas Pariwisata — dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belsnja Daerah.

(2] Selain bersumbcer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksuc pada ayat (1), Dinas
Pariwisata dalam melaksanaksn tugas dan fungsinya dapat
diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaan
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 35

(1) Dilingkungan Dinas Pariwisata dapat dibentuk UPTD sesuai
kebutvhan dan besarmmya beban kerja berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

{2} Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana

dimaksud pada avat (1), diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal 36

Di lingkungan Dinas Pariwisaltz dapat dibentuk kelompok
jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan besarnya beban kerja
berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ciatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017

Pasal 38

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Unit
Pelaksana Teknis vyang sucah dibentuk tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampa: dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan
Unit Pelaksana Teknis yang bara.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (coam)  bulan  scjak
diundangkannya Pcraturan Bupati .



BAB X
PENUTUP
Pascal 30

Fada saat Pcraturan Bupati in: mulai berlaku, Pcraturan
Bupati Buton Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kedudulkan,
Tugas Poko, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Butcn, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 40
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap urang mengelabuinya, memerintahikan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daersh Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 15 Oktober 2016

PARAF
Rt L BYPATI BUTON,
Pas- 2 f
Ko Buear / e —
‘i  Orpeq) 2 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



BAB X
PENUTUP
Pazal 239

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Buton Nomor 42 Tahur 2013 tentang Kedudukan,
Tugas Poko, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Buton, dicabut dan dinyvatakan tidak
berlaku.

Pasal 40
Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap UTHIIE mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupatl ini dcngan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal |} Oklober 2016

PARAF
b 2 BUPATI BUTON,
Fdamy  \Adkean | Cap/TTD
oy Onog f
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan
pada tanggal

1 Pasarwajo

oETRER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198003 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR "'11
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